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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA 

(Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) 
OLEH: 

BARUNA FAJAR RAHMADANNY 

198400187 

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang 
dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, 
pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan 
fisik dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya 
perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana 
bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Metode penelitian 
adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Tindak 
kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji 
menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga, 
kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, 
ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat 
dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam 
rumah tangga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN 
Mdn berupa hukuman kurungan yaitu 3 tahun penjara. Pertanggungjawaban 
pidana kekerasan fisik dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn 
bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian 
hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan 
fisik Studi Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn dipengaruhi faktor 
ekonomi, sosial, pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 
3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 
44 ayat (1) yakni, selama 3 tahun penjara.  
 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Kekerasan Fisik, Rumah 

Tangga 
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ABSTRACT 

 

THE CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PHYSICAL 

VIOLENCE IN DOMESTIC HOUSEHOLD 

(Case Study: Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn) 

BY: 

 

BARUNA FAJAR RAHMADANNY 

REG. NUMBER: 198400187 

CRIMINAL LAW DEPARTMENT 

 

Domestic violence is violent acts perpetrated by caregivers, parents, and spouses. 
The main issues are legal arrangements regarding criminal liability for 
perpetrators of physical violence in households in Indonesia, the factors that 
cause acts of physical violence, and criminal liability for perpetrators of physical 
violence, based on the Medan District Court Decision Number 
3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. The research method was normative juridical with 
the nature of descriptive analysis research. Acts of domestic violence in Law 
Number 23 of 2004, thoroughly studied following the general criminal law in the 
Criminal Codes, was an effort to overcome physical violence in married life. 
Physical violence in the household was influenced by sociocultural, political, 
economic, and educational factors directly affecting individuals in society and 
families, then criminal liability for perpetrators of physical violence in the 
household of Medan District Court Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn 
in the form of a prison sentence of 3 years in prison. The criminal liability of 
physical violence in the Study of Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn 
that the Law was the primary basis for sentencing for cases of Domestic Violence, 
the crime of physical violence Case Study of Decision Number 
3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn was influenced by economic and social. Thus, 
criminal liability factors in Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn 
regulated by Law  Number 23 of 2004 article 44 paragraph (1), namely, for 3 
(three) years in prison. 

 

Keywords : Criminal Liability, Acts of Physical Violence, Household. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komponen terpenting dalam rumah tangga didasarkan atas pernikahan 

seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadikannya dua insan menjadi satu 

untuk menjalankan ibadah yang sangat panjang sebagai bagian dari terbentuknya 

keluarga. Secara umum, pengertian keluarga di dalam masyarakat adalah 

kelompok sosial yang paling kecil ruang lingkup di dalam masyarakat dimana 

terdapat ayah, ibu, dan anak yang hidup di dalam ruang lingkup kecil yang 

memiliki ketergantungan satu dengan lainnya di ruang lingkup tersebut. Mardani 

dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia, keluarga 

dapat diartikan secara operasional, yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu 

sama lain yang mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan 

yang dilangsungkan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa ―saling 

berharap‖ (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan 

dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin satu 

dan lainnya.1 

Hukum sebagai dasar landasan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku 

masyarakat yang dimasukan untuk dapat menciptakan ketertiban dan keadilan 

bagi setiap orang hendaknya juga dimiliki oleh kelompok masyarakat yang paling 

kecil seperti halnya didalam keluarga. Keluarga itu sendiri memiliki keterkaitan 

yang sangat erat yang pada akhirnya setiap orang atau kelompok sosial yang 

                                                           
1 Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hal. 3 
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sudah menjadi satu, harus patuh dan menaati setiap peraturan yang berlaku, baik 

itu hukum formil maupun hukum materil yang sudah diatur. Apabila hukum yang 

dibuat oleh lembaga yang berwenang dilanggar, maka akan dikenakan sanksi 

ataupun hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya menurut yang 

hukum yang berlaku. 

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak 

menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa 

semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin 

agar norma-norma dan kaidah yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan 

ditaati setiap orang. Hal ini, karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk 

menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam 

lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di 

dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain 

sebagainya.2 Hukum sebagai landasan yang konkrit untuk menciptakan suatu 

keselarasan baik itu dalam suatu negara ataupun yang mencakup masyarakat yang 

ada di dalamnya. Sebagaimana hal nya di Indonesia juga menganut hukum pidana 

dan hukum perdata. Adapun hukum pidana berlaku sebagai cara terakhir dalam 

mengatur tingkah laku masyarakat atau sesuai yang diharapkan dari hukum itu 

sendiri yang menciptakan suatu keadilan bagi setiap orang dan bagi orang yang 

melanggar akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hukum pidana 

yang ada di Indonesia juga dibedakan menjadi hukum pidana khusus dan hukum 

pidana umum, seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 

KDRT) dibuat khusus menjamin suatu keadilan dalam suatu keluarga.  

                                                           
2 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan 

Hukum Pidana Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 40 
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Hukum pidana (yuridis normatif) berkaitan dengan dasar aturan melaksanakan 

cara bersikap dan berperilaku dalam lingkup masyarakat dengan tujuan untuk 

menciptakan ketertiban umum. Tindak pidana juga sering diartikan sebagai 

perbuatan jahat yang di mana dapat dipandangan tidak bersesuaian dengan norma-

norma yang ada di masyarakat dan perlu mendapat perhatian lebih dengan tujuan 

memberi efek jera bagi yang melakukannya. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa 

diartikan secara yuridis, yaitu perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam 

peraturan pidana.3 

Tindak pidana atau strafbaarfeit terjemahan dari bahasa belanda yang 

kemudian dijadikan para ahli untuk memberikan defenisi dengan maksud 

mengandung makna yang sama.4 Strafbaar feit, terdiri dari kata straf, baar, feit. 

Tiga kata yang dipakai dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan 

pidana. Perkataan baar diterjemahkan menjadi dapat. Sementara itu, untuk kata 

feit diterjemahkan sebagai pelanggaran.5 

Kejahatan secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu tindak perbuatan 

pidana yang menjadi pelaku atau tersangka seharusnya mendapatkan sanksi yang 

tegas. Moeljatno memberikan defenisi kedalam pelanggaran kejahatan, menurut 

pandangan dari beliau pelanggaran kejahatan atau delik tersebut hanya mencakup 

perbuatan, sebagaimana yang dikatakannya bahwa ―perbuatan pidana hanya 

menunjuk kepada sifat perbuatan itu, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau 

                                                           
3 Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, 

Yogyakarta: Cahaya Atma, hal. 10 
4 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak 

Pidana, Tteori-Teori Pemidanaan, Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hal. 69 

5 Ibid, hal. 69 
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dilanggar oleh pelaku yang melakukan tindak pidana‖.
6 Dengan demikian, 

terdapat dua macam konsep utama dasar yang ada tentang struktur tindak pidana 

atau delik, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban 

pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya 

merupakan syarat-syarat dimana untuk dapat dipidananya pelaku.7 

Tindak kekerasan dalam masyarakat yang sangat luas sebenarnya bukanlah 

hal baru, kekerasan seringkali digunakan bersamaan salah satu bentuk kejahatan 

sebagaimana dimaksud hukum pidana. Namun, kekerasan terhadap perempuan 

(perempuan) menjadi perhatian umum.8 Kekerasan dalam rumah tangga menurut 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 

Tahun 2004 pada Pasal 1 yang berisi setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.9 Kriminologi memberikan 

presepsi bahwa seseorang dengan adanya hubungan antara hukum dan masyarakat 

memiliki pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan kasus kriminologi 

dalam lingkup penyelesaian kasus pidana. Hal ini juga berlaku untuk tindakan 

pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga, dimana semua 

                                                           
6 Moeljatno, 2015, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56 
7 Frans Maramis, S.H., M.H., 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia 

cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 59 
8 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Malang: Sinar 

Grafika, hal. 1 
9 Kemenkes RI, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2011, 

Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 
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anggota keluarga berpotensi menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Tindak kekerasan fisik terjadi pada kasus yang dialami oleh Lidya 

Rindawati Br Tamba dalam putusan ini, terjadi lantaran adanya perseteruan dalam 

rumah tangga. Tindak kekerasan fisik ini sejatinya menimbulkan kekhawatiran 

bagi setiap keluarga dan pada pasangan yang akan membina rumah tangga, hal ini 

sehubungan dengan nilai-nilai dari keluarga itu sendiri yang seharusnya menjadi 

tempat paling aman dan nyaman bagi suami dan istri serta anak. Terhadap putusan 

hakim berkenaan dengan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga cenderung 

perlu perhatian lebih dan pengawasan lebih sehingga penulis beranggapan perlu 

suatu tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum 

dan pengawasan terhadap para keluarga dan orang yang akan membentuk suatu 

keluarga. Dari pada hal tersebut maka persoalan rumah tangga (KDRT) diangkat 

oleh penulis sembari mencari tahu titik temu dari persoalan-persoalan rumah 

tangga yang ada dan melihat bagaimana putusan hakim ini masih memiliki 

kekurangan terutama terhadap hukuman yang diterima terdakwa Janter Silalahi. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dalam keluarga Janter Silalahi 

sebagaimana juga memiliki beberapa bentuk yang bersesuaian dengan termuat 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu ―kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga‖. Kekerasan fisik 

mencederai pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana 

terjadinya kasus kekerasan yang berulang-ulang seperti tawuran antar pelajar yang 

menimbulkan luka hingga kematian, kasus ini timbul karena adanya konflik 
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warisan berkesinambungan berlanjut hingga generasi berikutnya. Adapun 

kekerasan psikis dalam masyarakat dapat dilihat dari kasus bullying yang 

membuat suatu keadaan orang menjadi takut, cemas, hilangnya rasa percaya diri 

dan trauma mendalam, dampak dari kekerasan psikis ini sangat banyak dijumpai 

di masyarakat seperti hilangnya akal sehat dan gangguan jiwa. Kekerasan seksual 

sangat umum terjadi di masyarakat seperti terjadi pada anak dibawah umur yang 

mengalami pemerkosaan yang dampaknya membuat trauma pada korban akan 

peristiwa tersebut. Kekerasasn penelantaran dalam rumah tangga terlihat sangat 

jelas di masyarakat dimana anak-anak kecil yang meminta-minta di lampu merah 

dan dampak yang ditimbulkan mengakibatkan terganggunya psikologi anak 

tersebut yang kehilangan kasih sayang. Kekerasan ini merupakan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta 

bentuk diskriminasi harus diberantas melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah 

mengakar dalam yang sudah terjadi di seluruh negara.10  

Persoalan rumah tangga dalam lingkungan sosial masyarakat jarang 

mendapatkan perhatian dikarenakan persoalan lingkungan rumah tangga 

merupakan hal yang merupakan aib keluarga sehingga jarang diumbar 

dilingkungan sosial masyarakat, hal ini yang mengakibatkan sulitnya mencari 

jalan tengah bagi penyelesaian kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga 

baik terhadap istri, anak, maupun anggota keluarga lain. Timbulnya konflik dalam 

keluarga karena beberapa faktor, baik finansial ekonomi, biologis, dan 

                                                           
10 Harefa Arianus, 2021, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Vol-1 No.1, Sekolah Tinggi Nias Selatan, hal. 19 
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sebagainya. Lingkungan sosial masyarakat seharusnya dapat memberikan 

kontribusi dalam penanganan maupun dalam penyelesaian konflik dalam masalah 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama bagi RT maupun RW guna 

membantu persoalan tersebut. Seperti halnya menurut Herbert Spencer yang 

merupakan filsafat Inggris yang mengkaji ilmu sosiologi menyatakan bahwa 

masyarakat mengambil ibarat tentang kondisi tubuh manusia atau memahaminya 

menurut analogi organik, antara bagian yang satu berhubungan secara fungsional 

dengan bagian lainnya. Masyarakat sebagai suatu organisasi terdiri atas komponen 

yang memiliki hubungan ketergantungan diantaranya atau bersifat organik. Maka 

cara pandang dan pemahaman yang sama sebagaimana disebut, diterapkan juga 

terhadap usaha untuk mempelajari Sosiologi Keluarga.11 

Keluarga, khususnya keluarga inti menurut analogi organik menunjukkan 

pada kita mengenai gambaran sebuah organisasi yang terdiri dari unsur-unsur, 

seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Dalam kehidupan rutin (setiap hari) 

ayah, ibu, dan anak memiliki hubungan yang bersifat dinamis di antara satu 

dengan lainnya. Status dan peranan ayah, ibu dan anak berbeda, namun dalam 

kehidupan rutin, mereka saling membutuhkan. Mereka melaksanakan tugas 

masing-masing di dalam keluarganya sebagai satu kesatuan jika salah satu unsur 

(misalnya ayah jatuh sakit) terganggu maka proses perjalanan hidup keluarga 

pincang (ikut terganggu) untuk sementara atau dalam waktu tertentu.12 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu perhatian khusus ini tak 

lepas dari hubungan antara suami dan istri beserta anaknya dalam lingkup 

keluarga, sebab keluarga yang harmonis akan menciptakan suasana yang baik 
                                                           

11 George Ritzer, 2018, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: 
Rajawali Pers, hal. 1 

12 Harefa, Op.Cit, hal. 18 
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dalam pertumbuhan anak-anak, sehingga akan menciptakan generasi penerus 

bangsa yang berkualitas dan memiliki potensi dalam membangun negeri. 

Terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan sosial 

masyarakat terutama anak sebagai bagian keluarga yang sangat perlu perhatian 

khusus untuk memenuhi tumbuh kembang anak yang potensial, penegakan hukum 

pidana sebagai landasan hukum penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) merupakan jalan penyelesaian terakhir masih kurang 

menyeimbangkan ketimpangan dalam urusan yang lebih mendetail mengingat 

masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakhir pada 

perceraian dan anak menjadi korban. Menurut Nurherwati,13 misalnya penyidikan 

KDRT hanya fokus pada aspek hukum dan mengabaikan keadilan  korban, 

sehingga aparat penegak hukum hanya melihat unsur pidana dalam penanganan 

kasus. Jika ini terpenuhi, maka akan segera diproses. Lebih buruk lagi, petugas 

polisi seringkali tidak bisa membedakan antara korban dan pelaku.14  

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga Janter Silalahi 

sebagaimana yang diangkat penulis sehubungan dengan putusan pengadilan 

terkait dengan tindakan dari Janter Silalahi yang dengan gelap mata melakukan 

pemukulan terhadap anggota keluarganya. Perbuatan itu telah melawati batas-

batas yang semestinya dan menurut hukum sudah sepantasnya diberikan efek jera, 

hukuman yang diterima Janter Silalahi sebagaimana putusan hakim juga penulis 

nilai tidak cukup memberi efek jera bagi pelaku. Kurangnya efek jera yang 

                                                           
 13 Sri Nurherwati, Sub Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan (Komnas Perempuan), https://nasional.kompas.com/read/2019/03/14/15474071/ 
komnas-perempuan-ada-yang-salah-memahami-defenisi-ruu-pks, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 
2023, Jam Akses 14:38 WIB                                                                  

14 Hukum Online, Lemah Penegakan Hukum Bagi Korban KDRT, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/lemah—penegakan-hukum-bagi-korban-kdrt-
lt5232b8a2e0623, Diakses Pada Tanggal: 18 Oktober 2022, Jam Akses: 06:23 WIB 
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diterima oleh pelaku dikemudian hari dapat terjadi kembali, seharusnya selain 

hukuman yang diberikan kepada pelaku harus juga didalamnya diberikan 

hukuman tambahan dan silakukan rehabilitasi bila ditemui adanya gangguan 

psikologis. 

Penulis dapat melihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

penelitian ini ditemui kekurangan misalnya, seperti hukuman yang diterima oleh 

suami yang melakukan kekerasan tersebut kepada korban yang terjadi dimana 

anak yang membela ibunya mengalami dampak dari kekerasan dalam rumah 

tangga, anak juga dapat mengalami kekerasan ayahnya lantaran ingin membela 

ibunya tersebut, perbuatan itu mengakibatkan trauma yang mendalam bagi sang 

anak dan ini tidak dapat ditoleransi secara sosiologis. Perbuatan itu 

mengakibatkan trauma yang mendalam bagi keluarganya dan perasaan dibayang-

bayangi oleh ketakutan terhadap kajadian yang menimpa keluarganya. Sehingga 

penulis berpendapat bahwa perlu peninjauan lebih lanjut untuk membahas 

mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) guna mendapatkan suatu 

keadilan dan dapat mengurangi dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas menjadi alasan penulisan 

tertarik untuk mengambil judul penelitian ―Pertanggungjawaban Pidana Bagi 

Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)‖ sebagai landasan pengajuan skripsi ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi 

pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia? 
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2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik 

dalam rumah tangga? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam 

rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana 

bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan 

fisik dalam rumah tangga.  

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik 

dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara 

lain: 

1. Teoritis 

 Hasil penelitian dijadikan bahan penelitian selanjutnya guna 

mengembangkan keilmuan, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi perkembangan hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana kekerasan 

fisik dalam rumah tangga di Indonesia. 
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2. Praktis  

a. Manfaat untuk penulis guna menambah ilmu pengetahuan serta 

memberikan wawasan ilmu hukum yang lebih fleksibel berkembang di 

masyarakat. 

b. Sebagai pedoman dan masukan semua pihak terutama masyarakat untuk 

tidak melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. 

c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademis menambah wawasan di bidang hukum kepidanaan hal ini 

dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Studi 

Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi 

dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian 

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi 

ataupun jurnal yang berhubungan dengan topic dalam skripsi ini antara lain: 

1. Berando Suranta Tarigan, 010001400082, Mahasiswa Strata Satu Fakultas 

Hukum Universitas Trisakti Jakarta dengan judul skripsi ‖ Tinjauan Yuridis 

Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang 

Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

144/Pid.Sus/2017/PN.Bon)‖. Permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau 

Pasal 44 ayat(2)? 
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b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam kasus putusan No. 

144/Pid.Sus/2017/PN.Bon? 

2. Achsan Ahmad, B011171097, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Hassanudin Makasar dengan judul skripsi ―Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik 

Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 

1712/Pid.B/2020/PN.Mks)‖. Permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan 

kekerasan fisik dalam rumah tangga? 

b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan 

kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 

1712/Pid.B/2020/PN.Mks)? 

3. Rionaldi Desmon Butar-Butar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area dengan judul skripsi ―Kajian Viktimologi Terhadap Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 

No.10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)‖. Permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj? 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 

10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj? 
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Berdasarkan pemaparan diatas judul ―Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku 

Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)‖ memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, 

sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikatakan sebagai 

“teorekenbaardheid” atau “criminal responsibility” yang mengarah pada 

pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan untuk tujuan menentukan apakah  

terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.15 

Pertanggungjawaban pidana merupakan mengenakan hukuman terhadap pembuat 

karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang 

terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan 

hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.16 

 Pertanggungjawaban pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan tercela 

oleh masyarakat yang mana hal tersebut pelaku harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut 

kepada pelaku perbuatan tercela, apakah si pelakunya juga dicela ataukah tidak 

dicela. Dapat di simpulkan bahwa yakni pertama si pelakunya tentu dipidana, dan 

yang kedua maka si pelakunya tentu tidak dipidana apabila tidak ada unsur 

kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah 

diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan 

memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena perbuatannya. 

                                                           
 15 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang 
Offset, hal. 73  
 16 Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, 
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.5, No.2, hal. 4 
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Atau dalam arti sederhananya, yakni bahwa asas legalitas ialah dasar adanya 

tindak pidana, sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah dasar dapat 

dipidananya pelaku. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum ketika mereka 

melakukan kejahatan.17 

 Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban pelaku terhadap 

tindak pidana yang ia lakukan. Tepatnya, yang di pertanggungjawabkannya adalah 

perbuatan tindak pidananya, demikian bahwa suatu pertanggungjawaban pidana 

ada karena adanya tindak pidana dari seseorang.18 

 Pertanggungjawaban pidana ialah keadaan yang ada pada diri pembuat 

ketika ia melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti 

sebagai penghubung antara keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi 

yang harusnyanya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam 

konteks sebagai syarat-syarat faktual (conditioning facts) dari pemidanaan, 

karenanya mengemban aspek preventif dan Pertanggungjawaban pidana 

merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat faktual 

tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.19 

 Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. 

Pertangggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif 

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum 

pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi 

persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari 

tindak pidana yaitu asas legalitas, dasar dipidananya adalah asas kesalahan. Ini 

                                                           
 17 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakata: Deepublish, hal. 48 
 18 Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: kencana, hal. 70 
 19 Ibid, hal. 52 
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berarti pembuat tindak pidana akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam 

tindak pidana tersebut.20 

2.1.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Adapun beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana antara lain: 

a. Mampu  Bertanggungjawab 

 Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab ialah kondisi 

normalitas psikis dan kematangan yang terdiri dari 3 yakni:21 

1) Untuk memahami lingkungan perbuatan sendiri. 

2) Untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya sebagai hal yang 

dilarang masyarakat. 

3) Terhadap perbuatan yang dilakukannya bisa menentukan 

keinginannya. 

 Pertanggungjawaban Pidana dapat diterapkan kepada seseorang  jika telah 

melakukan sebuah tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur  tindak pidana sesuai 

undang-undang berlaku. Bila di lihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, 

maka bisa di simpulkan bahwa hanya orang yang mampu bertanggungjawab saja 

yang bisa yang bisa di mintai pertanggungjawaban. 

 Kemampuan Bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan  

kemampuan jiwa seseorang dan bukanlah pada keadaan dan kemampuan berfikir 

seseorang.  Amir ilyas menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab 

antara lain sebagai berikut:22 

1) Keadaan Jiwanya: 

                                                           
 20 Tommy J. Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, 
Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.4, No.5, hal. 3 
 21 Amir Ilyas., Op. cit, hal. 74 
 22 Ibid, hal. 76 
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a. Tidak terganggu penyakit permanen ataupun sementara. 

b. Tidak cacat fisik lahir maupun batinnya seperti gagu, idiot, dll. 

c. Tidak terganggu karena hypnotism, mengigau karena demam, 

pengaruh bawah sadar, emosi tidak terkendali dan lain sebagainya 

dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar. 

2) Kemampuan Jiwanya: 

a. Dapat memaham maksud perbuatannya. 

b. Dapat memutuskan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak. 

c. Dapat memahami keburukan dari perbuatan tersebut. 

b. Kesalahan 

 Kesalahan dianggap ada apabila ada kesengajaan (dolus) atau  Kelalaian 

(culpa) sudah melakukan tindakan yang menyebabkan  timbulnya akibat yang 

dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. 

 Amir ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (culpa) seseorang 

dapat di ukur dengan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu mampu 

bertanggungjawab , yakni apabila terdapat 4 unsur dalam tindakannya, antara lain: 

1) Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan 

hukum. 

2) Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab. 

3) Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan 

kealpaan/kelalaian (culpa).23 

 Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur 

tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam 

                                                           
 23 Ibid, hal. 77 
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penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau 

maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya 

dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Prinsip dari penilaian yang 

dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam 

perundang-undangan adalah apakah layak atau tidak pantaskah seseorang yang 

melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 

dilakukannya tersebut. Ha inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan 

sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan 

pemidanaan terhadap perilaku tersebut.24 

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf 

 Alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pemupakan pembelaan dari 

pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas perbuatan pidana 

yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas 

ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari 

pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana 

disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara 

keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawawaban pidana merupakan suatu 

keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis 

tertentu, pelaku dimaafkan dan tidak dipertanggungjawabkan.25 Hal ini 

merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu. Alasan pemaaf 

terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan 

masyarakat adalah perbuatan tercela, pada keadaan-keadaan khusus 

mengakibatkan pemberian pemaafan. 
                                                           
 24 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 
Kencana, hal. 133 
 25 Ibid, hal. 161 
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 Ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan alasasn pemaaf, di Indonesia 

dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang di atur di dalam 

undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang-

undang pidana atau yang bersumber dari yurisprudensi. Alasan pemaaf diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana terdiri dari: daya paksa (Overmacht) (Pasal 48 KUHP), 

Pembelaan terpaksa (Noodweer) (Pasal 49 ayat 2 KUHP), dan perintah jabatan 

yang tidak sah namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah 

(Pada KUHP Pasal 51 ayat 2, 110 ayat 4, 166, 221 ayat 2).26 

d. Tidak Ada Alasan Pembenar 

 Alasan pembenar dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana dibenarkan 

oleh undang-undang ataupun menurut yurisprudensi. Peniadaan 

pertanggungjawaban pidana disebabkan karena hilangnya sifat melawan 

hukum tindak pidana yang dilakukan tersebut. Hilangnya atau hapusnya sifat 

melawan hukum sebagai dasar tidak di pertanggungjawabkannya pelaku 

tindak pidana tidak tergantung ada atau tidak tercantumnya secara terang-

terangan unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi 

tergantung pada penilaian adanya kepentingan hukum yang hendak di 

lindungi. Konsekuensinya yakni hapusnya sifat melawan hukum dapat terjadi 

meskipun dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan 

hukum.27 

 

 

                                                           
 26 Ibid, hal. 166 
 27 Ibid, hal. 185 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik 

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau perbuatan yang disengaja atau 

lalai, semua tindak pidana, dilakukan tanpa  pembelaan atau pembenaran, dan 

dapat dihukum oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum ringan. 28 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai subjek kekerasan, 

yaitu oleh seorang atau kelompok orang mengakibatkan luka atau mati orang lain, 

atau menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik orang lain.29 

Soejono Soekanto mengartikan bahwa kekerasan (violence) suatu pemaksaan 

secara fisik terhadap seseorang atau benda. Kekerasan sosial, di sisi lain kekerasan 

terhadap orang atau benda karena mereka termasuk dalam kategori sosial 

tertentu.30 

 Penggunaan kekerasan berarti penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik 

setidaknya dengan cara yang melanggar hukum. Misalnya memukul, menendang, 

atau menendang dengan tangan atau sejenis senjata. Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana mengartikan kekerasan adalah membuat tidak berdaya.31 

Definisi hukum tentang kekerasan yang dikutip oleh Topo Santoso dan 

Eva Akjani Zulfa dalam bukunya, Kriminologi, didefinisikan dengan undang-

undang, kecuali untuk unsur-unsur yang ditentukan atau diusulkan oleh KUHP 

yaitu perbuatan atau perilaku yang didefinisikan dan keraguan bahwa seseorang 

tidak dapat dituduh melakukan perbuatan yang walaupun didukung dengan bukti 

                                                           
28 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, Kriminologi, Jakarta: Sinar Grafindo 

Persada, hal. 21 
29 Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, hal. 55 
30 Aletheia,―Pengertian Kekerasan Menurut Ahli‖, https://www.sosiologi79.com/ 

2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html, 4 Juli 2017, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 
2022, Jam: 09:52 WIB.  

31 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet-5, Jakarta: 
Rajawali Pres, hal. 65 
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yang cukup, dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan. Oleh karena itu, 

perbuatan kekerasan adalah setiap perbuatan yang merupakan perbuatan yang 

disengaja, berupa perbuatan, atau kelalaian, kesemuanya merupakan pelanggaran  

hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau dasar pembenaran, serta 

mengakibatkan suatu kejahatan, atau kejahatan dapat dihukum oleh negara 

sebagai ini pelanggaran hukum kecil.32 

 Dari uraian di atas, maka pengertian yang diberikan tentang tindak 

kekerasan mencakup setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu hukum 

pidana. Batasan perbuatan kekerasan bukan hanya perbuatan yang melanggar 

hukum atau undang-undang tetapi perbuatan bertentangan dengan norma-norma 

perilaku (melawan norma), perbuatan bertentangan dengan norma-norma berlaku 

di masyarakat, meskipun perbuatan tersebut termasuk diatur dalam Undang-

Undang.33 

2.2.1. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan 

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada34: 

1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga, termasuk 

pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan 

dalam keluarga, perkosaan dalam pernikahan, mutilasi alat kelamin 

perempuan dan praktik tradisional lainnya yang menyakiti perempuan, 

kekerasan di luar pasangan dan kekerasan eksploitatif terkait. 

                                                           
32 Topo, Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, hal. 22 
33 Varia Peradilan, 2016, Restorative justice (Suatu Perkenalan), Jakarta Pusat: Ikatan 

Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 11 
34 Rino Wahyu Budi Setiawan, 2017, Skripsi, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto, 
Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hal. 21-22 
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2) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan 

terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi. 

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan 

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah: 

1) Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan 

tentunya mempunyai sanksi hukum. 

2) Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif. 

3) Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara 

fisik dan psikis. 

4) Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih 

dahulu 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan mengakar 

sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat 

internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus 

memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam 

konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum 

mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.35 

Secara etimologis, kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia mencakup 

perbuatan orang atau kelompok orang yang menyebabkan luka maupun kematian 

orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau harta benda lainnya. Kekerasan 

                                                           
35 Emi Sutrisminah, 2017, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga 

Terhadap Kekerasan Reproduksi, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, hal. 1 
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juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki unsur paksaan di dalamnya.36 

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah penyerangan terhadap keutuhan fisik 

dan mental keutuhan seseorang. Pandangan Mansour Faqih tentang pengertian 

kekerasan ini mencakup objek fisik dan mental, ia hanya menitikberatkan pada 

bentuk-bentuk penyerangan fisik, baik itu berupa luka, menyebabkan luka, cacat, 

atau kelainan fisik tertentu.37 Sedangkan Menurut Herkuranto, pengertian dari 

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan tujuan yang merugikan perempuan, baik secara fisik maupun praktis. 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dimaksud dengan 

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah: 

―Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi 
atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang 
mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang‖. 

 
Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang PKDRT 

(Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dijelaskan bahwasanya 

kekerasan dalam rumah tangga mempunyai jenis-jenis, yaitu kekerasan secara 

fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. 

2.3.1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa lingkup 

rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai 

                                                           
36 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007, Kamus 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 485 
37 Mansour Faqih, 2020, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Insist 

Press, hal. 17 
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hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a 

karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian 

yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah 

tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun dalam undang-undang 

ini pada Pasal 10, negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam 

rumah tangga korban berhak mendapatkan : 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksaan, advokat, 

lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan dari pengadilan 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diuraikan setiap 

pasal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:  

a. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: 

―Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)‖ 
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Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal 

tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut38: 

1. Setiap orang, 

Yang dimaksud dengan ―setiap orang‖ adalah penunjukkan kata ganti 

orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, yaitu setiap warga Negara 

Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang atau Hukum 

Negara Republik Indonesia. 

2. Melakukan kekerasan fisik, 

Yang dimaksud dengan ―melakukan kekerasan fisik‖ yaitu melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

3. Dalam lingkup rumah tangga, 

Sedangkan yang dimaksud ―dalam lingkup rumah tangga‖ adalah 

kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang 

mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga 

dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. 

b. Pasal 45 ayat (1) berbunyi: 

―Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)‖. 
 

                                                           
38 Guise Prayudi, 2020, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Yogyakarta: Merkid Press, hal. 35 
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Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal 

tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut39: 

1) Setiap orang, 

Pengertian ―setiap orang‖ disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya 

dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44. 

2) Melakukan kekerasan psikis, 

Yang dimaksud dengan ―melakukan kekerasan psikis‖ adalah setiap 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

3) Dalam lingkup rumah tangga. 

Sedangkan pengertian ―dalam lingkup rumah tangga‖ disini sama dengan 

yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44. 

c. Pasal 46 yang berbunyi: 

―Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipiana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah)‖. 
 

Dilihat dari rumusan Pasal 46 jo Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut 

harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut40: 

                                                           
39 Saptosih Ismiati, 2020, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi 

Manusia (HAM), Yogyakarta: CV Budi Utama, hal. 67 
40 Ibid, hal. 77 
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1) Pengertian ―setiap orang‖ disini sama dengan penjelasan pada Pasal 44 

sebelumnya. 

2) Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup 

rumah tangga. 

Yang dikategorikan sebagai ―melakukan hubungan seksual‖ yaitu meliputi 

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan 

hubungan seksual terhadap terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

d. Pasal 47 yang berbunyi: 

―Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah 
tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda palng sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).‖ 

 
Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus 

dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut41: 

1) Setiap orang, 

Pengertian ―setiap orang‖ disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya 

pada Pasal 44. 

2) Yang menetap dalam rumah tangganya, 

                                                           
41 Ibid, hal. 85 
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Sedangkan yang dimaksud dengan ―yang menetap dalam rumah 

tangganya‖ adalah orang atau siapa saja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu yang hidup dan bertempat tinggal 

serta melakukan aktifitas sehari-hari dirumah tersebut. 

3) Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b. Pengertian ―melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b‖ yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah 

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

tertentu. Tujuan tertentu disini seperti untuk kepuasan pribadi akibat 

kelainan seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersiil. 

e. Pasal 49 yang berbunyi: 

―Dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang: 
a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), b) menelantar orang lain sebagaimana 
dimaksud Pasal 9 ayat (2)‖. 
 
Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk 

terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut42: 

1) Setiap orang, 

Pengertian ―setiap orang‖ disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya 

pada Pasal 44. 

2) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 

                                                           
42 Ibid, hal. 94-95 
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Yang dimaksud dengan ―menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)‖ adalah 

perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 ini, dimana menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut. 

3) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

Yang dimaksud dengan ―menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)‖ adalah 

perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 

2.3.3.  Jenis dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat bentuk 

menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah 

tangga. Bentuk kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut.:  

1. Kekerasan Fisik  

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa sakit pada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa 

mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan tongkat, menyiram 
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dengan bahan kimia, menenggelamkan, dan menembak.43 Kekerasan fisik 

ini dapat diikuti dengan kekerasan seksual, seperti penyerangan atau 

pemaksaan. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ke 

dalam tiga kelompok kekerasan yaitu pembunuhan, penyiksaan dan 

pemerkosaan.44 Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka ringan, sedang, 

berat atau kematian. 

 Definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT 

sebagai berikut; ―Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau 

luka berat.‖ 

2. Kekerasan Psikis 

 Kekerasan psikis adalah segala bentuk  yang menyerang atau 

mengarahkan kejiwaan (mental atau psikis) seseorang, baik  berupa 

hinaan, komentar yang bermaksud merendahkan martabat seseorang, 

larangan, ancaman, kekerasan dan lainnya.45 Dalam Pasal 7 Undang-

Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:  

 ―Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.‖   
 

3. Kekerasan Seksual  

 Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang sifatnya 

seksual, terlepas dari apakah tindakan seksual itu  terjadi  dan terlepas dari 

                                                           
 43 Aroma Elmina Martha, 2010, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII 
Press, hal. 35 
 44 9 Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit, hal. 80-81 
 45 Ibid, hal. 81 
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hubungan korban dan pelaku.46 Kekerasan seksual harus dibedakan dengan 

kekerasan fisik karena kekerasan seksual semata-mata muncul dari 

perilaku fisik.  

 Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:  

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu. 

4. Penelantaran Rumah Tangga 

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT 

adalah; 

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.  

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 
tersebut.  
 

 Penelantaran rumah tangga berkaitan dengan ekonomi, baik dalam bentuk 

pengingkaran biaya pelaku terhadap kelangsungan hidup korban, maupun dalam 

bentuk pembatasan atau pelarangan yang berujung pada ketergantungan ekonomi. 

                                                           
 46 Aroma Elmina Martha, Op.Cit, hal. 36 
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Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.47
    

                                                           
 47 Ibid, hal. 37 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2023 setelah seminar outline 

pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama. 

Tabel : 1 

 

 

 

 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan September 
2022 

Desember 
2022 

Februari 
2023 

Mei 
2023 

Juni – 
Agustus  

2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                                           

2 Seminar Proposal                                           

3 
Penulisan dan 
Bimbingan Skripsi 

                                        
  

4 Seminar Hasil                                         
  

5 
Perbaikan dan 
Bimbingan Skripsi 

                    
 

6 
Pengajuan Berkas 
Meja Hijau 

                    
 

7 Sidang                     
 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Baruna Fajar Rahmadanny - Pertanggungjawaban Pidana 
Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ....



 

34 
 

3.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 

Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, untuk 

mendapatkan hasil data yang diperlukan. 

3.2.  Metodologi Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian yang 

menemukan kebenaran koherensi, dimana aturan hukum sesuai norma dan adakah 

norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta 

apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.48 

3.2.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada 

dan diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak 

resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan 

dengan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn) serta permasalahan-permasalahan yang menjadi 

objek penelitian, yang terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

 

 

                                                           
48 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 47 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang 

terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, atau pendapat 

dari kalangan pakar hukum sesuai dengan objek penelitian. 

3. Bahan Hukum Testier 

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-

keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus, artikel. 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)  

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber 

bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, 

majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta 

peraturan-peraturan tentang tindak pidana. 

b. Penelitian lapangan (Field Research)  

Penelitian dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis 

langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan 

mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus 

tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga bagi diri sendiri maupun 

masyarakat yaitu Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn perlu itu 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim 

Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bapak Dr. Edwar, SH, MH. 
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3.2.4. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data mengorganisasikan dan 

mengklasifikasikan data menurut pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga  

dapat ditemukan tema dan diperjelas berdasarkan data.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu non statistik. Analisis non 

statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam 

penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. 

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai 

data yang diperoleh.  

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma 

tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan 

rinci.49 

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian 

substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk 

mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. 

 

  

                                                           
49 Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: 

Medan Area University Press, hal. 66 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Pertanggungjawaban pidana kasus kekerasan fisik di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Fisik 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai landasan yang mengatur 

pemberlakuan dan pemberian hukuman bagi pelanggaran kekerasan fisik 

dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana itu sesuai dengan yang 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

2. Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam kajian hukum pidana 

dan sesuai dengan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 perbuatan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi pada terdakwa 

yang seorang pengangguran dan terus meminta uang kepada istrinya, 

sedangkan disisi lain tidak diberikan dan juga oleh faktor Strata Sosial karena 

adanya kesenjangan dalam masyarakat salah satunya diakibatkan oleh 

pendidikan yang buruk. 

3. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 44 ayat (1) sesuai dengan 

pertimbangan hakim maka hukuman yang diterima terdakwa masih kurang 
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efektif, dimana hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 3 

tahun. 

5.2. Saran 

1. Diharapkan adanya suatu kesadaran untuk aparat penegak hukum dapat 

melakukan kajian lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 agar terciptanya keadilan bagi para anggota keluarga yang mengalami 

tindak kekerasan fisik. 

2. Mengurangi frekuensi dari pada perbuatan tindak pidana kekerasan fisik maka 

diharapkan aparat penegak hukum, masyarakat, badan swadaya masyarakat, 

kelompok rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat mengambil peran 

lebih mengurangi dampak dari faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya 

tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. 

3. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan pandangan berupa 

gagasan baru dengan segala pertimbangan-pertimbangan dari berbagai elemen 

masyarakat dan tokoh masyarakat agar terciptanya suatu keadilan,kepastian 

dan kemanfaatan hukum. 
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Hasil Wawancara 

 Kasus Tindak Pidana KDRT yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 

sesuai dengan ditemukannya fakta-fakta hukum baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung, baik dari pihak yang berwajib, kuasa hukum, dan secara 

personalitiy (pribadi) diajukan/ditujukan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk 

tujuan diperolehnya keadilan yang diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan 

hukum yang tetap (inkra). 

 

Pertanyaan: 

1. Apa yang menjadi landasan awal sehingga suatu kasus KDRT dapat di proses di 

Pengadilan Negeri Medan, mengingat bahwa kasus KDRT merupakan suatu 

bentuk lingkup keluarga yang harkat dan martabatnya harus mendapatkan 

perhatian lebih (AIB Keluarga)? 

Jawaban Narasumber :  

Terhadap kasus KDRT berlaku sepanjang yang memberikan laporan tidak 

mencabut laporannya dipersidangan maka kasus itu tetap di proses secara hukum 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetap diprosesnya kasus itu 

dikarenakan hal yang tak termaafkan yang dilakukan terdakwa terhadap korban 

itu sendiri. 

 

2. Ijin bertanya kepada Bapak/Ibu Hakim, Apakah menurut Bapak/Ibu Hakim 

selama proses persidangan suatu perkara tindak pidana KDRT pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dapatkah memberikan 

suatu keadilan yang konkrit/akurat dalam penerapan didalam persidangan? 

 Jawaban Narasumber : 

 Untuk menentukan hal tersebut harus melihat kembali kepada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHP, jika benar perbuatan itu dilakukan 

secara fisik dan terbukti pada  
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 Pasal tersebut maka perbuatan itu lebih mengacuh kepada ke KUHP dan 

bebas dari pemberlakuan Undang-Undang KDRT. Hal ini kasus KDRT 

dikembalikan kepada  KUHP. 

 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka luar dan bahkan 

sampai mengakibatkan kematian, hukum yang diterima pelaku tersebut sesusai 

dengan hukum yang berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT 

sudah dapat memberi efek jerah dan hal apa saja yang masih perlu mendapatkan 

perhatian lebih dan menjadi perbaikan guna menjadi tolak ukur penegakan hukum 

yang berkeadilan? 

Jawaban Narasumber: 

Dalam hal tersebut kami melihat kembali apakah hal tersebut benar-benar 

dilakukan secara fisik oleh terdakwa dalam persidangan, kalau memang perbuatan 

itu dilakukan secara fisik maka perbuatan tersebut harus dilihat terlebih dahulu 

adakah indikasi yang mengarah kepada perbuatan tersebut sebelum dapat 

ditentukan oleh hakim perbuatan tersebut sesuai dengan ketetapan dari Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT sebagai tolak ukur dalam penentuan 

hukuman kepada terdakwa dan orang itu harus bertanggung jawab terlebih dahulu. 

 

4. Apa saja hal yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilihat dari 

aspek kekeluargaan bila yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan fisik adalah 

tulang punggung keluarga tersebut? 

Jawaban Narasumber: 

Tetap dilangsungkan persidangan bagi terdakwa namun hakim melihat terlebih 

dahulu status dari terdakwa apakah dia merupakan tulang punggung keluarga, 

sehingga hakim dapat berkesimpulan dalam memutuskan hukuman yang 

diberikan kepada terdakwa. 
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5. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Studi Kasus Putusan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn? 

 

Jawaban Narasumber: 

Dalam artian seseorang melakukan tindak pidana dalam perbuatan itu apakah 

dilakukan oleh pembantunya, orang tuanya, dan tinggal berada dalam rumah 

tersebut untuk selanjutnya dapat bertanggungjawab menurut hukum yang ada. 

suatu perbuatan yang menimbulkan luka fisik yang di derita oleh korban yaitu 

anaknya yang mengenai bahu sebelah kanan sehingga mengalami memar pada 

bagian tubuh, serta luka berat yang diakibatkan oleh terdakwa Janter Silalahi yang 

memukul menggunakan sebuah linggis, terkena di bagian dahi sebelah kiri 

sebagaimana diterangkan dari hasil visum et refertum. 

 

6. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan 

fisik dalam rumah tangga? 

Jawaban Narasumber: 

Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak terjadi seperti halnya 

apabila istri tidak melakukan sebagaimana yang diminta oleh suami dan 

sebaliknya yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik. Faktor yang menjadi 

penyebab terjadi perbuatan tersebut yang paling utama yaitu faktor ekonomi, 

sosial budaya, tingkat pendidikan, dan strata sosial. 
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7. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik 

dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn? 

Jawaban Narasumber: 

Misalkan terhadap penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa bisa 4 

tahun ataupun 5 tahun, harus sesuai dengan keinginan dari korban terhadap pelaku 

kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbuatan itu dapat diterima oleh korban 

ataupun tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pihak pengadilan negeri medan. 

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dalam prakteknya 

di dalam peradilan harus menjalani proses mediasi mengingat bahwa kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berbeda dengan kasus pidana pada 

umumnya. Dimana yang dimana para pihak terdakwa dengan pelapor akan 

melakukan proses mediasi yaitu Restorative Justice sebagai salah satu bentuk 

upaya non penal yang dilakukan pada tahap penyidikan dan penyelidikan.  

 

8. Apa saja yang menjadi hambatan bagi seorang hakim dalam menangani persoalan 

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? 

Jawaban Narasumber: 

Hambatan yang dialami oleh hakim dalam menangani kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) ketika harus menentukan hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa dengan masih harus melihat pada nilai-nilai dari kekeluargaan 

dimana walaupun terdakwa Janter Silalahi bersalah melakukan kekerasan fisik 

kepada istri dan anaknya, namun dalam kaitannya dengan keluarga tetap harus 

berhati-hati agar tidak mencederai/melukai nilai-nilai dari kekeluargaan. 
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PUT U SA N 

Noon 3398/Pid.Sus/?.019/PN Mdn 

OEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Ptm(Jadilnn NeQ*Hi Medan y&n1) memetlk Sc, dan met:l Qarfill petkfN{l ~JiOOna Jhtlrk1 

pengadi.lan dngkat penama dengan acara pemeriksaan blasa telah menjatuhkan 

purusan sebagai beriktH daJam perkara rerdakwa: 

Natna Le.ngk;;ap 

Tompru Lahir 

: JANTER SILALAHI 

: Kutacano 

UrooriTanggi!l Lahir ; 45 Tahun/14 September 1974 

..Ienis Kelarnin 

t<obangsaan 

lempat 1lnggal 

AiJi)lll(' 

Pekecjaan 

Terdakwa ditahan aeh· 

: t.nld-Lakl 

: tndonosia 

: JaJan Pet;Jangan Gang ~erkaurnan No.l4 Kei.Sel Keta 

Hilfr 1 Kec.Medan Perjuangan Kota Medan 

: ISlOtn 

: Poogangguran 

1. J>enykllk, seiak IMOOai 04 Qkoo!Jer ?.019$10 onnggaJ 23 Oktoller 2019: 

2. P'erpanjangan pcnahanan o)eh Penlllrut Umum, sejak tanggal 24 Qk[ober 2019 

s/0 oanggal 02 Desember 2019; 

3. Penunru1 umu.n, sejak t;<)l'l90''' 26 Novernbel' 2029 Sid 1angoat 15 oesembef 

2>019: 

• . 1-takim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oesember 2019 sld oanggal 04 

Januarl 2020; 

5. Pcrpa~angan oloh Keoua Poogadllan Nogori M edan, sejak tanggal 05 Januwi 

2>020 sld lilflggal 04 Maret 2020; 

Pengadllan Negeci 1etsebu1; 

Sctcla.h roombaca: 

Penetapan Ketua PengadiiNl Negeri Medan Nomor. 3398/Pid.Sus/2019/PN 

Mdn, tan~XJa1 09 Desetnber 2019 mmang petl Uil jukan Majells Hakim: 

Ponotapan Majclis l·lakim Nomor: 33981Pid.Sus/20Hl/PN Mdn tanggal 17 

Desernber 20191e-lll.ang penetapon hart sklang: 

Beckas perkara dan surar-sumt lain ynng bAcsangkuran: 

Sctelah mendcngar kcterangan saksi-saksi dan kctcrangan tcrdakwa sena 

memperhatikan barang bukti yang diajukan dl persidangan: 

l;l({~man 1 dori 12 PIJ(uson N()fn()l' 33981Pid.Susi20191PN /tJdn 

".,-·-·-.. -......, ......... _ _ ......... _._ .. __ , __ ,. .. __ .. J"o! ...... . - ................ _._ ...... _""""",.--~··-... --
__ .... _, ___ .. _ __ 1101 _______ ... .,...,..,__ ......... - .. _·-··--f"', ...................... _ ... ____ _ 
~tb4•••~-,. ... ,_.,.. .... ----"'l••-• .. ....,-,,.., ... _ _,.._._._.,_ .. , .. --,_.,r_.__, ... , .. ,.._...,....,. 
~"' -...-... .. .._.... .... , ... .,... ,., ll'l'-"' -f<-""'" Hbft.unanl 
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Seteloh mendengar luntutan dari Jaksa Pero.mtut Urn""' yang diajuk011 di 
persidangan pade'l llati Selasa tanggal 14 Januar:i 2020 yang pada pokoknya mohon 

kepada Hal<.in yang memerik:sa dan menoacti fi petkara fni me~tusk.an; 

.L Menyatakan lerdakwa JANTER Sll.ALAHI telah terl:>ukli secara sah dan 

meyakinkan menun.ll hukum bersafa.h melaktJkan tindak J>idana ""Kekerasan 

daJam rumah tangga.,, sebagairnana diatur dflll diancam pidana dalam Pasal 44 

ayaL (l) UU Rt No.23 Ta~n 2004 ~ntang Pengllapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga: 
2. Menjall.lhka.n pidana lefhadap terdakwa: JANTER SU..AlAHI deflgan pidMa 

penitv a selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdal<wa beracta OOJam 

tahanan; 

3, Menetapk.an bafang bviQi berupa : 

1 (satu) potong linggis tert:H.Iat dari besi; 

Dirampa$ untul( dlmusnahkan; 

4, Menetapkan agar terdakwa membaya.r biaya perkara sebesar Rp -5.000,00 (ima 

ribu rupiah); 

Setel&h mende~ar permOOonan isan dati terdakwa yang dlaiukM seca.f(i isan 

J<epada Meielis Ha)cim di persidangan yang paOO pokoknya mohoo keringanan 

hukuma.rr. 

Mooi"nbang, bahwa terda,k\vrt diajukan <fi pecsidangan o-ieh Jaksa Penuntul 

Umum dengan dakwaan sebagai be-riktJt 

D•J<WAN<; 

Batr.va ia terdakwa JANTER SJLALAt-11 pada hari Kamig langgal 00 Oklober 

2019 sekifi} pukul 02..00 'tvib at<l.JJ setidak·tidaknya pada suatu waktu lain masih datam 

bulan Ol<tober di Tahun 2019 be:rtempat cfidalam 1\lmM saksi korban ticia Rindawali 

8t Tamba dan terdakwa Jamer Silalahi t1 Jatan Perjuangan Gang Pefkauman No. 14 

Kei.Sei Kera 11ilir I Kec.Medan Periuangan Kota Medan, atau setidak·ticlaknya pada 

suatu tempal dal{lll'l daerah huktnn PenoacJijan Negeri Medan, "Setiap orang yMg 

melak.ukan perbuat.an l:<e.kerasan tisiok dalam lingktlp rumah tangga sebagaimana 

dimaksud OO.Sam Pasal 5 humf a" yang dllakukan terdakwa dengara cara SP.bagai 

berikut: 

Bflhwva saksi korban li:lia Rindawati Br Tamba merupaka.n isteri dari Terdakwa 

JANTER SILALAHI yang ma11a tetdakw~ dan sak:si korban menikah pada tal1gg(il 18 

November 1995 dan telah mempunyai q (ernpat) ()t'ftng anak. 

B&mlUia pada waklu dal) oompat yang telah diufalkan ciataS. tQft1akwtt memhua 

UiliXJ kepada saksl kot't>M Ucta Rlndawml B1 Tamba namun saksl kofbttn t~ 

membeclkannya dengan meogatakan lltlak ada uang, tsamun katof.a saksl kcwban 

Halarno.n 2 dati 12 Pufttsan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn 

- - ·--...... ~,. • • 1'1 _ _ _ , . . . ......... _..........- .. _·~--, ..... ..... .. _ .. _ ...... __ .... ..,_~....,..-.. , .... __ . .. "' ..... _ 
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tidak memt)(Ufkar~ uang 1ers&but lalu 1erdakwa meogarv:am saJ<.si korban dengan 

mtM'Igatakan akM membakar 1wnah. Kemoo.an ~erdakwa mefllbakar selang kompor 

gas lalu saksi Melyza Tasya Bt Silalahl rnemadkatl selang kOOlpor yarlg dlbak<"u cleh 

K!rdakWa, melil'lal hbl ler.setlutlruu terdakvla NUllli:J!llakan k.u burluf1 kallan se;nua satu 

perS(tru swni:!IJ lerda.kwu memeg<'~ng seb&Uung llnggls yang terbunt don bC$51. Mellhtll 

h;-~J tersebvt saksi Zhr•my Stltdahi ben.rsa.htl rnE!febJI lingt_;s tersebvt dari tang;~n 

cerd<J.kwa namun terdakwa memukulk})n linggis t.erseb:JI ke saksi Zimmy Sila ltl hi dan 

mengenai bagian peli[lis mata sebelah kiri saksi Zimmy Sialal"i. Set~l.ah itu terdakwa 

langsung memukul saksi korban dengan menoounakall linggis terselmt dan mengenai 

ba{liM bahu sebelah kanW1 saksi korbM, setelah itu lerdakwa mcnga£akan "ha.rus ku 

bunuh scmua anak mu iri". Kemudian saksi korban berusatla mer~bUI finggis dari 

rangan mrdakwa hingga 'crfadi sal!ng 1ali< menarik antara saksl korban dan tordakwa. 

namun tenlakwa 101ap momponallankan ltlggls teroobut dan 1erus menganc:&m akan 

roomt>unutl sal<SI koroon dan anak saksl kotban, moooenga. hal mrseb\Jt sai<Si korb.."ln 

l.lng,sung 11\00leluk fe(dakWa dar• d~pan pada bagian perutoya nan'aJfl terdak\va 

toongglgll pada bag.iall pe1u1 saksl korba.'l, setelah ilu ilflak: saksi k£uban m!!nl~tk<J 

plni:U ruutah lulu CJ1Jittng vtarga &angsui~g rnelarui terdt:\kw.t dan sakSi korban. 

6(;!-rdasarkan Ha$il VlstJin El Retertum No : 666NER/Pff.IHM.0312019 tanggal 03 

oklobcr 2019 <Meh dr. Luckyanna dafl Rumah sakt Umlln oaemh Ot. Pimgadi, An. 

LIDIA RINOAWATI Br~ TAMBA, dltemukan t.Jka tObek pada dahl klri ukutM 2.2 x 0,5 

em, luka leeet pacta j)e(UI atas bagfan ~engah ul<ufao 6 x 4 em. 

Ben1asarktul Hasi Visum B Re-lenum No. : 685NERIP/PRM-03120 1.9 taJlgg&l 

03 OktOOOr 20,L9 Oleh. dr. Lutkyaunu dwi Rurnnh Sakil Urnurn Dill:lltlll 01. Pimgi'ldi,Ao. 

ZJMMY Sll ALAHI, ditemukUn 1~1 1«1 IP.cet pada dahl kin ub.unn (),7 x 0,5 Qll , tukn tewt 

padu pipi kiri ukuran 3 x O,S em. 

Pefb~J8lan ia letdakwa selh-..gamana diatll" dan diancam pidana dala.m PasaJ 

Pasal 44 ayal (I) uu Rl No. 23 Tat•m 2004 temang Pe<>ghaJ>JsaJl Ke!<ernsan Dolom 

Rumoh Tangoa. 

Menimbang, bahwa di persldangan tctah dklengar kcterangan saksi·saksi yang 

rncncrangkan scbagai bC-riktA:: 

.L Saksi LIDIA RINDAWATI BR. TAMBA. <ibawah SUI'fll8h yang pada pokoknya 

mener-angkan sebagai berikuL: 

Bahwa rtndak pfda!la penganlayaan oot~btJ letJadl pada han Kamfs tanggal 03 

Oklllber 2019, seldra pukul 02.00 Vthb; 

BOhwJl l lr'IC!ttk pid~la pef)gUfliayaan tetsebl• terjadl didi'ilbm rlii'IUh korni di 

Jalan Pcrjuangan Gg.Porkauman No.J.4, Kel.Sci Kera Hilir 1. Kcc.Mcdan 

PCfiUatlg&Jl, Kom MQdan; 

Hulaman 3 00rl12 PucuSM Nom ()I' 3398/Pki.SUf/JOl!l'PN Mdn 
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Bahwa terdakwa melakukan tindak pldana penganlayaan terh;,t.dap diri sak:si 

dan juga ZlnHtly Slla.ltdll selflku ana.k kami te.tsebUI adalah de•){JI}O 

meoggunnkau fJia.t ben•Jm ~potor1g ~nggfs yen~ tecb.mt darf besl dtuJ juga 

menggunakan lll\llut sena gigilya 'ersebut; 

Bahwa pada llrui Kams tafYdgal OLOO Wb olch tcrctakwa sclaku suami saksi 

me1ninta uang kepada saksl daJl malam ltu saksi tJ~dc tnembelikannya doogan 

alason titUtk Ddil U{lffgku, twren,a lldak StlkSi kasf 1 itlinh 01e11 t.erdoJc.wn. 

li¥1gsung melakukan meng~llCI;'lm hingga penganiayaan l~rhndap dlri snksi dan 

anak i<amf lersebut: 

Bahwa adapun pcnyebabnya mrdakwa mclakukan tlndtlk pldana pcnganiayaan 

tersebut adalall seltuna lnl terdakwa selaku suan"i saksl tersebut sei~u 

memlnlb urmg k~da sokSI dfm silksl pur) juoa selakJ metube•ikrlfl d{ul jlki1 

tirJak diberi ole-h terdakwa tangsuna maJlth·roamh dan rnengamuk. hingga 

melakUkan pengania.ya.an lersebul, bahkan tcrdakwa terscbut sudah scring dan 

bcruiang kall mcngatakan "kalau ridak kau k.mih uang 81<811 ku bunuh kau sama 

anak-anakmu hu": 

Bnhwa let'dokwa $udat1 berulfl~ kitH rtl~l akt..Jkttn llndnk pktann PE!"II{JatlloyMn 

1ersebu1, namun selama l nl salq;i ma..'>ih menganggav suami dan menunggu 

untuk berubah, namun sampai sek8fang ini terdakwa bdak ada berubah dan 

so&alu mclakUkan pengancaman hlngga molakukan penganiayaan u:~rscbut: 

BaJN/a mas keJ(t(ang~• satlsl U:!rsebuL, {afdakwa ddak kebetaran: 

2. Sal<si ZIMMY SILALAHI, dlbawah sumpah yang pacta pol<oknya mcnorangkan 

sellagal be<llo.Jc 

BallVta lltldbk pldana peognnltiyaan KH!lebUI 1erjadi pada harl Kamts l:anggal 03 

OlltQber 2019, sekira pul<\ll 02.00 Wlb; 

Sahwa tindak pidana p.enganlayaan rersebUI re:rjadi didalam rumah kami ci 

Jala.n Pcrjuangan Gg.Po11<aurnan No.l4, Koi.Sci Ke:ra t litir I, Kec.Mcdall 

Pe~ua.ngan, Kora Medatl; 

Bahw~:~ l~rtlakvm fnel<lkuktiB dJ'tdllk pJdtula p~l(Jitfd~'("tl(l.n IP.rl'W3dll!) ii.M1 Sl.lk$1 

U:ha Rlndawall Br. Tarl'ba dan Juga saksl selaku allaknya tersebUI adalall 

dengan menggunakai' aim beruf)Cl sepo.rong llnggis y&lg let'buru darl tx!Si daJl 

jl~(I III E!fl9!JU111);kan nlUI\Il $et1iJ giglnyn, ler,seb\1(: 

Bahwa pada llari Kamis tonggal OLCIO w;b oleh terdal<wa sei<lku ayah sal<si 

mclrinta uang kcpada ibu saksi Ucia Rindawati 8r. Tamba dan malam itu ibu 

saksl Utla Rlnda\vall Br. 'famba !.ldak memberil<annya d&ngan alasan ddak tilla 

uangku, ka1E:!na Lidak dil<tiSill ilutah oleh lfHdakwa IDttgsun.g 1nelakukt.tn 

J'lalomr.m 4 dari ll Putusan Nom« 33981Pid.SIISF.l0191PN Mdn 
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mengancarn hi.ngga penganiayaan terhadap ibu sal<si Lidia Rinda'\Vilti Br 

Tamba dan kami solaku anaknya. terscbtn: 

Bai'JWa adapun penyebabnya terdakwa melakukal) tlndak pidana penganiayaarl 

tersebut adalah-Wiama Ill tcrdakwa solaku ayah saksi terscbu. sctalu mcminta 

uang kepada lbu -sal<.o;l Lleha Rlfldawaii Br. Tamba dan tbu sakst Lldla Rindawau 

Br. TatnOO pun juga selal.J r~mbelikllr' dan jlka tidtJk dibefi oJP.tl ter&kwa. 

tangsung mmah·mrvah diVl mengp.rnuk. hinggil melak~1kan pengarii;:1yaan 

tersebut, l>Wtkan terdakwatersebut sudah sering dan berutang kali mengatakan 

"k<)lau ridak kau kasih vang akan ku bunuh ~-.u S(UllU tvlak·noakrnv ito•; 

Bahwa terdakwa s-udM berulang kali melakukan tindak pidal'la pengani(\)lacUJ 

cerseb~•t. rlamun seotama lnl •bu st.tk.sl Lidia Rinduwad ar. Tt)mltil ma~h 

menganggap suami dan menmggu untukberubah, nwnlll sampai sekarang ini 

terdakwa tidak ada bC1Ubah dan selalu metakukan pcmgancarnan hingga 

melakukan penganlayaan 1erseblll: 

Bdltwn a1as kelm'i 'II'I(IOI'I s.'\kSI Iersebul. 1e1d~kwa lid~k kebera~an; 

3 Sol<s; MELYZA TASYA Br. SI~Al.AHI, dibowoh su~ah yang poda pokol<nya 

menerangl<an sebagai berikut: 

Bahwa lindak ptdana pengania.yaan mrsebut 1oJjadl pada hari Karnls laJ•ggcd 03 

Ok!Ober 2019, sekifa pokul 02.00 Wlb; 

Buhwa linc1<~.k pidana pen~J<'tr,iayaan tersebul terj{ldl didalan• rom~1 kmni dl 

J~&n Perjuangan Gg.Petkaurnan No. l4, K~.se4 Kem Hill• I, Koc.Medao 

PetfOtUl(Jhrt, K()~ Mediin; 

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ibu sall:si 

Lidia Rindawati Br. Thmba dan juga saksi sctaku analmyn tcrS<but adalah 

dengan mooggunakan altu berupa seporong Unggis yMg tec'bUbl drui besl da!l 

j~~ fll(fflQgllll8ktlr1 111UIUl St!r1;) gi(JJtlyil terSe but; 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wfb oleh terdakwa setaku ayah :;aksi 

men'inta uang kcpada ibu saksi Utfi"a ~indawati Sr. Tamba dan malarn i tu ibu 

saksllkia Rlndawrul Br. Tamba Lkfak memberlkannya dergan alasao tidak ada 

uangku, kafena rjdak ~kaslh l tufah olell tet&kwa ltnl{Jsung melakukan 

metJ(Jafl<.:am hingg;;& j:lefl!JOilW;\yaan l(H1m00p fbl.l Sak si L.it.fitl Rlndtf\V<.liJ 6r'. 

Tamba dan kami selalru anaknya tersebut; 

Bahwa adapun ponyebabnya t&rdakwa melakukan tindak pldana pcnganlayaan 

iersebut adatan se-lama 11- ter'dai<Wa setaku aya!l saksi tetsebw selalu memlma 

uong kepada lllu SUkSI I.Idi~l R~d~vali Bl, Tamba dfU'I iW Saksi Lidia Ril'ldt1wn1J 

Bf, Tasnba pun juga sel.a.tl memberikan OOn jika li(Jak diberi oleh lerdal<\va 

langsui)Q matah·mruah dafl mengamuk, hlngga melakukan penganiayaan 

lltdamt.m 5 duri 12 I,UfitScm Namor 3J91J/Pid.SU$/l01911W Mdn 
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tersebul., bahkan tetdakwa tersetxn sudah ooting dan berulang kafi m~1ganlkan 

"kalau tidal< l<au kil~h uang akan ku bunuh kau same. anak..anakmu itu": 

Bahwa terdakwa slldah berulang l<ai melakukan tinrJak pldona peng011layMJ1 

tciSobUI. namoo solama ili ibu saksi Lidia Rindawati Br. TarOOa masih 

menganggap suami dan menunggu uniUk berubah, namun sarnpai sekarong fnl 

Jerdaf(wn tiduk ;\dO llerubah don selt'llu tftelakl.tkon f>E!tl{Jaoc(lolnan hlr.yg-:1 

melakukan pengariayaan tersebur.; 

Bahwa ataS kctcmngan saksi tersC!but, rordakwa tidak kcbcratan; 

Menlmbang, bahwa ~ersidargan didengar pUla keterangan terdakwa yang 

~tdn pokOknyo roenefbn(Jkill't ~ba(Jili benk.vl: 

Bahwa Llndak pidana penganlayaan 1ersebUJ 1erjadl 1>ada harl K.amis lim)gal 03 

Oktober 2019, sckira pukul 02.00 Wib; 

8ahwa tlndat( pjdana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan 

Perjuangan Gg.Porkauman No.l4, K&I.Soi Kera HfRr I, Kec.Mcdan Pcrj.Jangan, 

Kota Medan: 

Sahwa lerrlaJ<wl\ mel~koktm linduk JJk:ll.lllfl penganlr:tya;ln terhndap istrl terttakwu 

Lidia Rindawall Br. Ttunba dan juga anak kaml tersebUI actalah deogan 

rnonggunakan alat berupa sapo1oog Unggis yang torbuat dan besi dan ju1J8 

menggunakan mulut serta giginya rerscbut; 

Bati\V'd ptM:Ia hari Kc1.n1is tBilggaf 01.00 Wib oieh terdakwn s.elaku suani rnemlnta 

uan9 kepacsa lstr1rerdakwa Lidia Rlnr.tawau Bt. Tamoo dan maiM) mJ rsrri t~.Hdakwa 

Lidia Fl(ndawati Ill. Ta!Nla ddak memberikannya dengan atasan lidak ada u~ku, 

karena tidak dikasib irulah oleh terdakwa langsung mcJakukM mengancam hingga 

pengan1ayaan terhada.p islti terdakwa Uria Rindawati Sr. Tamba da.n anak karni: 

Sahwa adapul penyebOOnya (ettfnkw-~ melakukan llflda.k pidllna ClQngtml4)"dan 

t£>rsebut adalah awa!.nya lerdakwa meminto uang kepada lsrri rerdakwa namoo lsui 

terdakwa tidak membet'ikannya dengan alasan ticfak ada uangnya, dan pada saaJ 

ttu terdakwa sangat lapa.r sehingga terdakwa emosi dan IMg:soog melakukan 

pen.oancomon ''inooa J)e:~anlayaan terhru:tap lsu1 terdakwa dan Ol\81<. tetti;)kwo 

rersobut; 

Sahwa tcrdakwa sudah bcMang kaJi melakukan tindak pidana pcngaflayaan 

rersetn.n, dan terdakwa menyesal akan hal tersebu~ 

Mcnimbang, bahwa dalam Persidangan toJah d~ajukan barang bukti borupa: 

1 (saJu) potong llnggls 1erboa1 dari bosl; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktj dan baratlg bukli yang diajukan 

diperdeh lakm·fakta hiAcum sebagal berikut: 

8ahwa 1indak pidana penganiayaan tersebut tcrjadl pada hari Kamis tanggaJ 03 

OktobeJ 2019, sekim pukul 0?..00 Wlb: 

B<thwa llndllk ~dilrlil peny;~nittymm te1sel.Ju1 t.arjadi tJidlllam rurnnh kiut'li dl Jalun 

Perjuw,gun Gg.Perkuumnn No.14. K!!I.Sei Kem Hllir I, Kee.Medon PerjuM{Jatl, 

KotaMedan; 

auhwn terdnkwo melu~ukan lindak pidann peuuonlayann terhadap i$1t'l lel'dakwa 

Lidia Rind;lwatl 81, Tamba dDn juga nnak katnl l.ersebut adillt\h dengan 

mentmunilkM afal berupa 1\.f!po-t Ot'I~J Iingg!;; yang teTbuat d~ri besi dan juga 

rnenogumtkfPl mulut Sef1il Qi(;nya tec-sebut; 

Bahwa padn harl Kamis tar\ogilf 01.00 \Nib oleh terdakwa selaku sunmi meminla 

uang l<e{){lda istri terdakwa u ·na Rindawatl Sr. Tamba dan ma'am itu islri le~tlakwt\ 

Udia llindaw(ll.i Sr. Tamba. lidak memberikannya dengan alasan tida_k ada uangku, 

karen a ridak dikasih itulah oleh terdakwl) lanu.sung meltakukan mengtU1(:(1m hingan 

pengariayaan rerhadap istri u;oidakwa Utti;,a Rindawati Br. Tamba dan anak kRmi~ 

Bahwa. ad~n penyebabnya te.cdakwa melakukilfl tindak pidana pengMiayaan 

(QfS®Ul actalah awalnya te-rdakWa memlnUt uang kepaoo. isul rerdak.va namun fslrl 

lefdi'lkwa lidak rnert'berlkannya deogru1 ruasan tklak acta uao~)ya, dan pacta saa.J 

lru UHdakwa sang:.at tapar sehlngga retdakWa £>rnosl dao langstJng metakukan 

I)Bngancaman hingga penganlayaan tetll OOa(! lsul !t?rdakwa dan aoak Lefdakwa 

u~rsoour: 

Bahwa refda.kvta sudah berulang kall rnetakukan lindak pldana perrganiayaao 

l£:>rSebUI, dao rerdakwa foonyesal aki.u'l hal LefOObul: 

MenlmMrl{), ball\Vil se~Jljutr'rya Milfelis Hakim tlkarl mempe-ttrnbaflgkafl 

apakah be(db.safkan 1akla -rakta tetsebut dir.uas. rerdak'wa dapar dlwa1akan telah 

melaklJl<Un tn\d&k pidanb yarrg didakWakan kepu.dilnya: 

Menlrnbtlng, bnhw;_r uuluk merrywtdcan sese()('dr)Q l.efah rnelukukan suotu tlndak 

pidtu)ft, rnltka ~rbuaw.r' orang tefsei:HJI haruslah rne·rhar\ulli seluruh LnSttr·ur•sur dari 

tindak pidana yoog dida,k'wakan k~padanya; 

Menlrnbang, tmhwa terdakwa Ieiah didll}(wa olell PllS)unlul Umum dengtw) 

Dakwa.an TunmJ;:sl Pasttl PllSal .,~ ayat (1) UU Rt No.2:3 Tahun 200., ten1a.ng 

Penghapusatl Kckerasan Oalam ~umah rangga; 

Menimbang, bahwa. terdakwa didakwa dengan Oakwaan lunggaJ Pasat l>asaJ 

44 ayat (1) uu ~~ No.23 iahun 2004 tcmang Pcnghapusan Kol«>rasan Dalam flumah 

tangga. yang unsur.t.u1sumya adalah sebagai borikut: 

lfaluman 7 dari 12 Putusan Nom or 33981Pid.Su:sfl019/PN Mdn 
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J... Setiap Orang; 

2. Melakukan PQ1buruan kekecasan flslk dala.n) llngkl4) rumah 1angga; 

Menimbang, ba.hwa te-rhadap unsur .. unsur tersebUI. Majelis Hakim akan 

mempenimballgk&mya sebaga.i berlki.tt: 

A.d.l Unsur "Se!iap Orang" 

Bahwa yang dlmaksud dengan unsur sedap orang lil~ukan k~da sellap 

subjek hukum tertento yang dalam melakukan suat\1 perboatan tfapal d!mlntalqm 

penanggiJlg jmvabannya yailu badan IXJkiJm (R&chts petsoon) !:ian orang atau 

mnnusia (Een Natuurlijk persqon) setwgaimallil yang dfmal<sud dalam dakwaan. 

Oengan kata lain orang mau manusia oobagai subjok hukum yang mampu 

benangg...,g jawab dun dOJ>at dimln(a.kan peflart!}OUO{J i~waban atas pe.-bu.:1Jan yang 

telah dilakukannya. Definisi yaDg tfiaiukan oleh Prof.Van Hamel mongonai istilah 

DQVcn dhnin1afcon penMggung-jawaban rnenut~.• hukum l)t1~na (Toerekenlngs 

svatbaMheld) adalah kcmampuan unwk bcrtanggung jawab socara hukum yai1u 

5aJahJ knodisi k~;:>mruarloac • flarl kerlQrmat.::m p$ll<i$ yatlg mencakup s (IIUU) k(.MtltlmJJU~n 

lailnya yakri: 

1.. Mei'Mham1 aJ'8tl t~ufio laa uol <larlllntJaJt~..-, ser.-hri; 

2. Kesadaran bahwa linclakan terseDtH secara social dilarang; 

3. Adanya kehendak bebas berkenanaan dengan 1indakan mrscbut: 

oewi sl u?rsetlut dibual oeogan merujuk patla se{wah j:~Qrund..'lllg..undi.ltlgan 

khususnya dari Memorie Van Toelichtillg (MVT) yang menycuakan bahwa tidak ada 

pGrtallgglllgjawaban ptdana kecuali blla tindak pidaJla tersebul dapat drf:XHhitungkan 

pada pelaku, dan tidak ada pe~hitungan dem~ian bila tktak <6lemukatl adanya 

kebebasan pe-la.ku untuk ben.ind&k kebebasan meml~h unu.4< mBiakukan arau ddak 

meJakuk.an apa yang diltuang ata_u justro diwafibkan oleh ,_.,dano-·unda.ng sehfngga 

pelaku Ltlak menyadari bahwa tlndakan ~erset:tJ t dilarang dan lidak- mampu 

mernperhiiUntl kan akibat dari lindak<lnnya terseblA Sumber. (Jan Remmeltn.k. Huk\•rn 

Pidana, Pl. Gram0dia Puslaka umma. .lakarta . 2003 hal. 213); 

0.:1lam pe-rsSdangnn l~lah t&rungkup raktil bahwo ler®kwo jOtnte,.. Sll01lahl 

membenarke.n Tdentitasnya scbagaimana yang utmJang dalam bcrkas pcrkara dan 

suro1 <ICI.kwaan, terdakwa secarn sOdar nlenyatakan te~1J'1 ntengenl lsi dakvtatm. seloin 

dari itu tcrdakwa ;_.ga da.paa. mengikuli jala.nnya pcrsidangan dengan balk hi'lgga 

1unuuan pidtma lnl dlboc:akan: 

Monun•t E. Y Kanter ~ S.R Siarnuri. SH dalam bukunya 1\SaS-asas H!Aa.1m 

Plclana d1 Indonesia dan pP.-nP.f&pannya, PanE'!rbh AJumni AHM-PTHM, Jakalta, 1982 

halaman 249 dikmakan bahwa sescOfang dikatakan mampu bcrtangung jawab 

blki,mana padrr umumn:,.·a: 

IJuJama11 8 dQri .1.2 Putu.scm Nomor l3981Pid.Su.s!J0191PN Mdn 
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(!" ... . ...... 

1. K~'ldOOJ) llwn.nyn UCIOk lef{Janggu o leh J)e(lyoldt retus rneE'l$'uS atau semer)tal'~' 

(temporair'). lTdak c.acat dalam penurnbuhan {gagu. ldioL, lmbeciiG, dan sebagal 

nya) dan 1i<lak tergangu karena terkejtit. hyJXlolismc. arna.rah yang mctuap, 

pengruull bawah sadar/reflcxa be'NeQing, melindur/slaapwandel, menggigau 

karena demam/kQortS dan lain·lain) deogan perkataan lain dla dalam keadaan 

Sf• dar'; 

2. KemanllXJ.an pwanya dapat .nenglnsyafi hak~kal dari rindakanoya. ilapt.u me•lP.rnH 

kao kehendaknya ata.S t!ndakan tersebUL, apa}atJt a.kan dilaksanakan atat~ tldak dan 

dapal mongetahui kctercclaan dari (indakan rerscbut; 

Secara Objekli( tcrdakwa dalam kedudukanll)l8 sebagai manusia atau subjek 

huk\rm dalarr• kendaa.n s.ehat jasmanl dan rohanl, dan dlrnuk4 persidangan telah 

rnenunjukan keca.)Q:,pan don k.emomr>uanny-a t(Hhadap h{ak dar) kewallbQr' yar~ 

dlmilikinya, OOak diu~mukan adanya alasan pernaaf dan ~mbeoaf pacta dlri reldakwa, 

sehlngga kepada terdakwa dapat dlmimalcan pCfianggungjawaban atas perbuafan 

nya: 

Menimbang, bahwa bmdasarkan perlimhnngan tersebut diala.S, Majefls 

berpe-ndapaJ tmsur kesruu inllelah terpenuhl; 

A.d.2. JJ~~l~eJASAa.Ji.silwii\IJim....lingkijp rumab 

lAng.QA"_ 

Mcnimbang, bahwa bordasarkan fakta hukum yang telah terungkap 

dipersidangarn, Ba.tr-va tindak j:idana penganiayaao tersebut terjadi pacta hari Kamis 

tanggal 03 Oktober 20l9,sekira pot<tol 02.00 Wib; 

Menimbang, bahwa tindak pidana pcnganiayaan terscbUJtcrjadi didaiM1 rumah 

kami di Jalan Perjuangan Gg.Pe~knti1Tk1.0 No.14, Kei.Sei Kera Hilir I, Kec.Medan 

PerjuangDn, KOC.a Medan; 

Moolmbang, bahwa teHhlkwn melakukan lindak pidana penganlayaan terht)IJ&p 

istri terda)(.wa Udia Rlodawatl Br. Tamba dan juga aAak kamltersebut adalah de.l !}Wt 

mcnggunakan afro berupa sopotang linggis yang 1erbum dari besi dan juga 

menggunakan mulut sena giginya terscbut; 

Me<1lmbang. bahwa pilda han Kamis langgal 01.00 Wb ol.eh terdakwa selaku 

suwul memin-.a uang keoado 1s1rl tetdakwa Lk'lla Rindawatl 61. TO.•lll;li) dttn malrun iru 

isul lerdakwa Lidia Rlndawarf ar. Tamba lidak memberikannya de.-~an aJasan 1ldak 

ada uangku, karena tidak dlkasUl ilulilh oleh terda.kwa tangsung mt}fakukan 

mcngancam hingga penganiaya.an tnrhadap istri tcrdakwa Lidia Rlndao..vati Br. Tamba 

dan anak karni: 

lJoklman 9 dari 12 P~san NomOI' 3J981Pid.Sus/J019/PN Mdn 
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Menrmbang, bahwa adapc.Ul penyebaboya t&rdakwa melakukan dndak pidana 

penganiayMn tersebut adalah avo~afnya lerdakwn rnemlnta uaog k_epada isu-i terdakwa 

namun is!Ji oordakwa tidak moJnborli<annya dcngan alasan lidak ada uangnya, dan 

paoo S<l3I llu l0rdakwa SoaJ1" a1 lapar selllngga tetelakwa tirnosl darl langsuog 

meta.kuk.an peogancamau hingga penganiayaan lerhadap isoi terdakwa dan anak 

wrdakwa tersebur, 

Menlmbano, bt~hwo t&fflukwn sudnh btuulant:J k1lll melakukau llndnk plduna 

penganiqyaan tersebw. dan terdakwa menyesal akan hal tersebut; 

Menimbang, ba.hwa oongan demikJarl maka yang dimaksud den·gao ''M<tlakukan 

prHblln~ln kt)kerasatl fl$1"1< dalam lir'lg~t•r> rt-~nr.h wnoga" lelah terpo&rluhl; 

Menimbang, ba.hwa berdasarican pen:imbangan·pettimbangan tcrseblA, t,ernyata 

petbuatan rerdakwa relah memoouhl seluruh l*lSU.r-unsur drui dakwaan Pemrnut 

Umum, set\ingl)a MlliAiiS Haklm ber-kesimpulan bahwa terdl\kwa 1eff\h terbukti secum 

sah dan meyakinkan melakukan lindak pidana yang didakwakan 1<epadanya yaiw 

Dakwaan Tunggal l'l"lalaoggar Pasal 44 ayaL (1) uu Rl No.23 Tahun 2004 1omang 

Pen(llll.'lpusan Kekerasan Onl(lm Rl)mah Tangua: 
Mcni'nbang. bahwa oleh karena ~elurtkl unsur dari pasal yang tldakwakan 

oa.Ja.m Dakwaan Tunggat melanggar Pasal 44 ayat (1) uu Rl No.23 Tahun 2004 

tentang P'onghapusan Keketasan Oalam Rumah l angga tolafl terpcnuli. rnaka 

terdakw~ dat;UJI dlsal<lllk~n u~kill rneli:tkukt:Ul perburuan sfiD~C.il'r~t•a yMg 

<Jdakwakan kepadanya; 

Menlmbang, bahwa selall\3 pemeclksaan dl persidanga!l tertladnp terdakwa 

tidak diternuk.Wl h.:.:.l-h;,.i yt1t1(J Mpol nW;tlepaskan terdl'lkwtl duri perttmggung jawatmu 

pidafla, baik sebaga.i alasan perrt>enar dan atau al.asan pemaaJ, oleh karena itll 

Mafalls Hakim berkesfmpulao bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 

d!petto~.\nUQ l11'9~hvabkankan kepadMya; 

Menimbang. bal1wa ofeh karcna letdakwa mampu benangglllg jawab, tnaka 

tel'dakwa hatus dlnyalakan OOrsalah aras ilt1dak p1da1la yang didak\vakan terhadap d!tl 

retda.kwa oteh k<uena ito hwus dif't\luhl pida.n~ 

Meni11bang, bahwa druam pcrkara ini terdakwa tcla.h dikenakan penahanan 

yang sah, 1Mka masa penahanan 1etsebu1 hruus dJkuranfjkall seluruhnya dad pidrula 

y-<tng d1jatullkan; 

Mcninbang, bahwa olch karcna tcrdEikwadHahan dan pcnahanan terhadap dlri 

lll1dakwa dll3tldasi ·alasan yang cukup, maka d~at.apkatl agar oordakw.:t lf!li!!Cl bemda 

dalarn 1ahanan; 
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Meo.lmbarlQ, t~ bf.UnflQ bukli berupa: 1 {sa1u) potor)g lln(Jgis ter'bum ctQ.I'l 

besi, adalall barang bukli yMg dirampas uliluk dimusnahkan: 

Menlmbang, bahwa oleh karena lerdakwa dijatuti: pjdana dan terdakwa tfdak 

metL{laiUkan pennohonun pernbebit$t1n drvl pembayarau blavt• per'ktun, mak<.J 

mrdakwa hasus dibt.>bankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akaJ1 

ditemukan dalam amar purusao u'll: 

Menlmbano. batwa unt\.Jk menjatt•hkoo pidana leshad«P diri terdakwa, rnak{l 

perlu dlpcmmbangkan hal-hal yang momberatkan dan moringankan diri lcrdakwa 

yallu: 
Hal. Ha l Yooo Memheratkan 

Bahwa perburua11 terdakwa menyebabkan Lidia Aindawad er. larnba mengataml 

luk."1; 

6ahwaperbuatan terdakwa menyebabkan limmy Silalahi mengalami luka; 

Hal-Hal Yang Meringankan 

Bahwa tcrdakwa monga.kui perbua~annya dengan torus to rang; 

BtthwiL terdi'lkwa. l>elurn perna11 d illukurn: 

Mempe.rhatlkan Pasal 44 ttyas (t) uu Rl No.23 Tat•un 2004 te~uoog 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UOOano·UI'Kiang No.8 Tahun 1981 

ten~ Hukum Acara Pldana scna peraturM penmdang.undangan lain yMg 

berSi-Ul[~k,•tan: 

MENGAO I L 1: 

1. Mtmymakari teuta~e Janter Silalahl tet:'Sebul diaras. ~lah 1e1buktl secam sah 

dan meyakinkan bersala.h melala.r~n lir!dak pidana " Kekerasan dalam ruma.h 

tangga" , Se-bagain1afla dalam dakwaan tungga1: 

2. MenJmuhkal'l pklnna ke~-,.:, d{:l tetdakw'~ Oleh kfuena ilu dP.ugou pki fHVI ~>enjma 

sclama 3 (tiga) tahun: 

3. Menempkan masa penangkapan daJl peoahanan y.ang telah dijaiM• terdakwa 

dlkurangkan sefuruhnya darlpidana ya.no dijtlll.tl lcan; 

4. Mcootapkan to.rdakwa tetep citahan; 

5. M&netElf)kitll ))a(ang huklf oorupa: 

· l (saru) potong linggis 1erb\1a1 c:Jari besi; 

Olrampas untuk dimusnahkan; 

6. Mombcllanl<an k<>pada !Drdakwa mombayar biaya pcli<ara sejumlah Rp 5.000,00 

(lima tibu tupiatl); 
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oemlklan dlpun.skan ~am sidang r>ennusyawaralan Maretls HakimPeoQadllan 

Nogllfi Medan. pada harl Raoo, tanggal 29 Januari 2019, oloh Abd Kadi•. S.ti~ selalru 

tolakim Kctua, H.lrwan Ef1endi, S.H .. M.11., Efiwani, S.H .. M.l"l., masing-mRSing scbagai 

Hakim Anggota. pmusan mana dtucapkan daJam sidang yang lerbuka untok unHill 

IX"dn hari hu ~·oa Oleh H.ak1111 Keu.m deugan dldOJr1pln(JI para Ha!Qm Anggotatersebul, 

dlbllmu olell Ade PetiTh'\na Ptilfa, S.H., Panllera Pengganlf pada Pengadllan Negerl 

Medan, serta d!hadlri oloh Henlin PaS&ibu, S.H .• Penumut umum pada Kejaksaan 

Ncgcri Mcdan dan terdakwa: 

tial<im·hal<im Anggota. Hakim Ketua.. 

HJIWan EffendJ, S.H., M.H. Abd Kadlr, S.H. 

EliwartJ, S .H., M.H. 

PMltera 1>engganil, 

Ade PermMa Putra. S.H. 
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